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RINGKASAN

Untuk menjamin pembangunan pemerintah daerah dan sumber keuangan
pemerintah, yang didapat dari PAD atau dapat diperoleh dari luar daerah. Suber
pendapatan yang dimilikiagar tingkatkan resep asli daerah adalah pajak daerah,
pajak daerah, dan tambahan pendapatan perusahaan peserta. untuk mengetahui
sejauh mana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dan untuk mengetahui apa saja faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam
Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang merupakan tujuan dari
penelitian ini. Dan didalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Sedangkan kata-kata tidnakan atau fotomerupakan sumber data didalam penelitian
ini menggambarkan antara wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu. Untuk
menguji kredibilitas tingkat kepercayaan data maka peneliti menggunakan
triangulasi . didalam penelitian ini didapatkan hasil dengan menggunakan beberapa
indikator yaitu komunikasi,sumber daya,desposisi,dan struktur berokrasi.dan sudah
berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU yang berlaku dan implementasi
kebijakan retribusi didalam PAD merupakan faktor pendukung.

Kota malang adalah ketaatan pedagang kaki 5 dengan pembayaran ketaatan

pedagang kaki 5dalam pembayaran retribusi kejujuran yang dilakukan oleh juru
pungut dan adanya perhatian khusus dari dinas koperasi.industri perdagangan Kota
Malang sedangkan fator penghambat kurangnya pengawasan dinas koperasi

Kata Kunci: Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Pasar
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara keempat memiliki penduduk tertinggi yaitu indonesia mempunyai
total lebih dari 262 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia meningkat tiap tahunnya,
tingginya jumlah penduduk disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi. Semakin
tinggi jumlah penduduk di Indonesia, semakin tinggi pula tanggungjawab dari
pemerintah terhadap masyarakat, untuk memenuhi dan melayani kebutuhan
masyarakat. Dengan berlakunya sistem desentralisasi di Indonesia, daerah secara
otonomi mengurus dan mengelola secara mandiri urusan pemerintahannya. Dewan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia. Neraca keuangan antara pusat dan daerah adalah 33 pada tahun 2004 .
Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berada di bawah
yurisdiksi Anda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk (1) pajak
daerah, (2) pajak daerah, (3) hasil pengelolaan perorangan, dan () pendapatan asli
daerah lainnya yang sah..

Suatu tahap proses dalam suatu kebijakan adalah implementasi. Diaman
suatu rangkaian aktifitas dalam memberi suatu pelayanan kebijakan kepada
masyarakat seprti yang diharapkan oleh masyarakat dan para pelaku kebijakan dan
mencakup suatu inter perestasi didalam kebijakan tersebut .Dalam menjalankan
suatu implementasi ada beberapa pilihan langsung diimplementasikanatau melalui

suatu formulasi kebijaka ndalm bentuk suatu undang-undang dan memerlukan



suatu kebijakan publik sesuai dengan struktur dan dijalankan sesuai keputusan
presiden.

Oleh Kkarena itu, untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan
administrasi masyarakat setempat, dapat diperoleh dari sumber pendapatan daerah
atau dari luar daerah. Sumber pendapatan yang dapat diperoleh kotamadya sebagai
bagian dari peningkatan PAD adalah pajak daerah, pajak daerah, dan pendapatan
tambahan dari kegiatan usaha daerah. Pada identitas, tugas dan fungsinya. terpisah
dari kerjasama.Sesuai dengan UU tahun 2014 nomor 23 tentang peraturan
pemerintah suatu daerah diberikan hak dengan memberi sumber keuangan berupa
tersedianya suatu pendanaan dan diserahkan kepada yang berwenang dan
menerapkan prinsip dan mengikuti suatu fungsi”.

Selanjutnya menurut  (Pipit, 2019) suatu penrikan retribusi dipasar
tradisional terdapat berbagai polemik sesuai dengan perda Kota Malang no 3 tahun
2015 tentang retribusi jasa umumnamun didalam kondisi lapangan masi ada penjual
yang dkena pungutan oleh petugaspada tahun 2013 sampai 2015 masih ada
pungutan yang diambil berupa utang piutang dan masih banyak pedagang yang
belum memahami itu .Sebagaimana pentingnya implementasi kebijakan retribusi
pasar di Kota Malang jadi pemda berupaya untuk mengerahkan agartertib dispilin
dalam pemungutan pajak dan berikan binaan pada masyarakatt dan tingkatkan suatu
kesadaranagar bayar retribusi dan mencapai suatuu keberhasilan retribusi pasar dan
menjadi suau sistem pelaksana dan memberikan pelayanan padarakyart yang

memakai jasa pasar.



Maka dari itu dalam upaya pencapaian tujuan ada faktor-faktor yang
dipengaruhi yang perlu diperhatikan dan harus dibenahi kondisi berupa sarana
didalam lingkungan dan kedisiplinan didalam menjalankan tugas kesadaran
kemampuan aparatur terkait dengan kebijakan yang dikelurakan dan berpengaruh
pada tingkat retribusi dengan turut campur tangan pemerintah yaitu dinas koperasi
industri dan perdangan kota malang dalam tingkatkan kebijakan retribusi dan
memberikan sumber penerimaan dan tingkatkan PAD dan biaya urusan pemkot
Malang. Suatu kebijakan retribusi pasar meruapak sumber PAD . Untuk itu, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan
Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)” Studi

Pada Dinas Koperasi, Industri, Dan Perdagangan Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan
Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Malang?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar

Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.



2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Malang.

1.4  Manfaat Penelitian
1. Akademis
Diguanakn sebagai bahan referensi dan karya ilmiah dan menunjang ilmpu
pengetahunan sebagai bahan masukan dan sebagai bahan acuan untuk peneliti
selanjutnya .
2. Praktis
Sebagai bahan masukan pemda khususnya dinas perdagangan Kota Malang agar

meningkatkan memperkuat otonomi daerah dan retribusi pasar
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